




















 

 

    BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

                               PERATURAN BUPATI BINTAN 

                            NOMOR  6 7  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PUBLIK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI BINTAN,  
 

 
Menimbang       :  a. bahwa  penyelenggaraan keterbukaan  dan  kebebasan   

memperoleh informasi harus diarahkan untuk 

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan , pelaksanaan pembangunan 

dan pengawasan publik, serta akuntabilitas Pemerintah 

Kabupaten Bintan kepada publik; 

b. bahwa    untuk   tertib   administrasi   dan  kelancaran 

pengelolaan dan layanan informasi publik perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik. 
 

Mengingat :   1. Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1956  tentang  

Pembentukan Daerah  Otonomi Kabupaten Kepulauan 

Riau dalam  lingkungan Pemerintah Daerah  Propinsi 

Sumatera Tengah  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaga  

Negara Republik Indonesia Nomor  3896 ); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3789); 
 

 

 
 

 

 
                                                      3.Undang – undang... 

 



 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4237 ); 

 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4605); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelola Layanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 nomor 157); 

           
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); 

 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 649); 
 

 

 

12.Peraturan… 



 

 

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bintan Nomor 3); 

 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan    :   PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI  PUBLIK 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

        Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Bintan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan. 

3. Bupati adalah Bupati Bintan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. 

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 
elektronik. 

6. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan 
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi 

publik. 

7. Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara, yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.  

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

9. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 

menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau 

badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

11. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

 

 

         13.Informasi Publik… 



 

 

13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang 

tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik. 

14. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses 

oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

15. Pengelolaan informasi adalah penyediaan, penyimpanan, 
pendokumentasian dan pengamanan informasi. 

16. Layanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada 
pengguna informasi. 

17. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau 

masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. 

18. Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi selanjutnya disebut PPID 

adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, 
penyimpanan, pendokumentasian, distribusi, penyediaan, dan/atau 

pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintag Kabupaten Bintan yang 

terdiri dari PPID Utama. 

19. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama. 

20. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. 

21. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. 

22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah 

serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 
penyelenggaraan tugas-tugas PPID. 

23. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disebut DIDP 

adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh 
Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten 

Bintan tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

24. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan 

berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk 
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. 

25. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disebut SIDP 
adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, 

mudah, dan wajar sesuang dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. 

26. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis 

informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. 

27. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul 
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan 

mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik 

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau 

sebaliknya. 

 

 

 

 

 

         28.Sengketa Informasi… 



 

 

28. Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antar badan publik dan 

pengguna Informasi  Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan 
menggunakan Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 
 

BAB II 

TUJUAN 

        Pasal 2 

 

Tujuan ditetapakannya Peraturan Bupati ini adalah: 

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang 

transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan; dan 

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi 

dan dokumentasi yang berkualitas. 

 

BAB III 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pasal 3 

 

(1) Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka 

dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi 

Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan  bersifat 

ketat, terbatas, dan rahasia. 

(2) Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah 

dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan 

cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah. 

(3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi 

diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa 

menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi 

kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 4 

 

(1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan 

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan seperti: 

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan daerah 

dan/atau Negara; 

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan 

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 

 

 

       c.informasi dan dokumentasi… 



 

 

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 

dan/atau 

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau 

didokumentasikan. 

 

(2) Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dan dilakukan melalui pengujian konsekuensi 

oleh PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat koordinasi yang 

hasilnya dituangkan dalam berita acara serta menyampaikan hasil 

pengujian konsekuensi kepada Bupati melalui Tim Pertimbangan untuk 

mendapatkan persetujuan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau 

menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah 

kewenangannya Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi 

dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. 

 

 BAB V 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

Bagian Kesatu 

UMUM 

Pasal 6 

 

(1) Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik Daerah melaksanakan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan membentuk dan 

menetapkan PPID. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan. 

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID di bentuk PLID. 

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada 

PLID. 

Pasal 7 

 

PPID di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

 

 

            Pasal 8… 

 



 

 

Pasal 8 

 

Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

 

Pasal 9 

 

(1) PPID Utama dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung jawab dibantu 

oleh PPID Pembantu dan Bidang Pendukung dan atau Pejabat Fungsional. 

 

(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

Sekretaris pada perangkat daerah. 

 

(3) Bidang Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

Sekretariat PLID, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, 

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas 

Sengketa Informasi. 

 

 

Bagian Kedua 

TUGAS DAN KEWENANGAN 

Pasal 10 

 

(1) Pembina bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan 

informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; 

(2) Pengarah bertugas: 

a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan 

informasi dan dokumentasi; 

b. memberikan persetujuan kepada PPID atas hasil informasi dan 

dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon 

informasi; 

c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi 

informasi yang dikecualikan; 

d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan 

setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon 

informasi; dan 

e. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta 

masukan dari Tim Pertimbangan. 

(3) Tim Pertimbangan mempunyai tugas: 

a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan  

b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi infromasi, 

termasuk informasi yang dikecualikan. 

 

 

(4) PPID Utama… 



 

 

(4) PPID Utama bertugas: 

a. melaksanakan pelayanan informasi publik; 

b. mengumumkan daftar informasi publik; 

c. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya; 

d. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala 

dan/atau sesuai dengan kebutuhan; 

e. melakukan pengujian konsekuensi; 

f. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka 

waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; 

dan 

g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. 

h. sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi 

publik; 

 

(5) PPID Pembantu  bertugas: 

a. melaksanakan pelayanan informasi publik pada perangkat daerah; 

b. menyusun daftar informasi publik yang dikuasai oleh perangkat 

daerah; 

c. menyampaikan daftar informasi publik yang dikuasai oleh perangkat 

daerah kepada PPID Utama ; dan 

d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 

perangkat daerah kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai 

kebutuhan. 

e. melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan 

pengamanan informasi pada perangkat daerah; 

f. melakukan pemutakhiran informasi publik pada perangkat daerah; 

dan 

g. melakukan pengusulan informasi yang dikuasai untuk ditetapkan 

sebagai informasi yang dikecualikan. 

 

(6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPID Pembantu 

khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk: 

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan, informasi dan 

dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; 

dan 

 

 

 

b.menggoordinasikan… 



 

 

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk 

menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh 

publik. 

 

(7) Bidang Pendukung bertugas membantu PPID Utama dalam hal: 

a. pengelolaan informasi publik; 

b. pelayanan informasi publik; 

c. pengklasifikasian informasi publik; 

d. pendokumentasian informasi publik; 

e. pengujian konsekuensi informasi publik; dan 

f. pelayanan aduan, advokasi, dan penyelesaian sengketa informasi 

publik. 

 

Pasal 11 

 

(1) Pembina berwenang sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan 

informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelola 

informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

 

(2) Pengarah berwenang: 

a. mengarahkan kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi serta 

menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan 

terkoordinasi; 

b. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; 

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon 

informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan 

d. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar 

informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID. 

 

(3) PPID Utama berwenang: 

a. mengoordinasikan setiap Perangkat Daerah di badan publik dalam 

melaksanakan pelayanan informasi publik; 

b. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila 

informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan;  

c. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID 

Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan 

 

 

d.melakukan… 



 

 

d. melakukan musyawarah dengan pemohon informasi publik dalam hal 

pemohon mengajukan keberatan. 

 

(4) PPID Pembantu berwenang menolak permohonan informasi publik secara 

tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang 

dikecualikan. 

 

BAB VI 

KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatu 

Struktur Organisasi 

Pasal 12 

 

(1) Struktur organisasi PLID Kabupaten Bintan terdiri dari: 

a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati; 

b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah; 

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh beberapa Pejabat Eselon II di 

lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 

d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bintan; 

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris OPD; 

f. Bidang Pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang 

Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi; 

dan 

g. Pejabat Fungsional. 

 

BAB VII   

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal 13 

 

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana disebut pada ayat (1) paling 

sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: 

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID 

Pembantu; 

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional 

dan/atau petugas informasi apabila diperlukan 

 

 

 

c. kejelasan… 



 

 

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan 

PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat 

Fungsional; 

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID 

yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; 

e. Standar Layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan 

keberatan di lingkungan Pemerintah Daerah; 

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi 

Publik. 

  

Pasal 14 

 

(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain: 

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 

b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 

c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; 

e. SOP Fasilitas Sengketa Informasi. 

 

(2) Penyusunan SOP untuk PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh ex-officio Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan. 

 

   BAB VIII 

  DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pasal 15 

 

(1) DIDP paling sedikit memuat: 

a. Nomor; 

b. Ringkasan isi informasi; 

c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; 

d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 

e. Waktu dan tempat pembuatan informasi; 

f. Bentuk informasi yang tersedia; 

g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

 

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama. 

 

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah 

dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan Pemerintah 

Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bahan pustaka. 

 

 

 

 

 

 

BAB IX… 



 

 

 

   BAB IX 

  RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal 16 

 

(1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. 

 

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi. 

 

BAB X 

  SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pasal 17 

 

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses 

pelayanan informasi publik. 

 

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu. 

 

BAB XI 

  LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal 18 

 

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. 

 

(2) Salinan LLID Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan 

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan masing-

masing. 

(3) LLID, paling sedikit memuat: 

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik dilingkungan Pemerintah Daerah; 

 

b. Gambaran pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik, 

antara lain: 

 

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik yang dimiliki beserta kondisinya; 

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik besera kualifikasinya; 

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta 

laporan penggunaannya. 

 

 

 

 

 

c. Rincian… 



 

 

 

c. Rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang meliputi: 

1. jumlah permohonan informasi publik; 

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi publik dengan klasifikasi tertentu; 

3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya; dan 

4. jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta 

alasannya. 

 

d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik meliputi: 

1. jumlah keberatan yang diterima; 

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi 

yang berwenang; dan 

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang 

berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik, jumlah 

gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan pelaksanaannya oleh 

badan publik. 

 

e. Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi 

dan dokumentasi publik; dan 

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi dan dokumentasi. 

 

Pasal 19 

 

(1) LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap 

saat. 

 

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan 

disampaikan kepada Atasan PPID. 

 

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati 

oleh Atasan PPID. 

 

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati sebagai 

bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 

    BAB XII 

    Pendanaan 

 Pasal 20 

 

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelola layanan informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan. 

 

 
                                        

 

BAB XIII… 



 

 

 

 
     BAB XIII 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pasal 21 

 

Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia dapat mengakses 

informasi publik dari badan publik kecuali informasi yang dikecualikan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 22 

 

Akses informasi publik dilakukan dengan cara melihat dan/atau mengetahui 

serta mendapatkan salinan informasi publik. 

 

Pasal 23 

 

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan 

kepada pemohon informasi publik. 

 

BAB XIV 

PERSYARATAN DAN PROSEDUR 

Bagian Kesatu 

Jenis Permohonan dan Persyaratan Administrasi 

Pasal 24 

 

(1) Jenis permohonan informasi publik meliputi: 

a. akses informasi publik; dan/atau 

b. wawancara 

 

(2) Pemohon informasi publik meliputi: 

a. Perseorangan; 

b. Kelompok masyarakat; 

c. Lembaga swadaya masyarakat; 

d. Organisasi masyarakat; 

e. Partai politik; dan 

f. Badan Publik lainnya. 

 

Pasal 25 

 

Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada 

PPID dan PPID Pembantu apabila pemohon informasi publik telah melengkapi 

persyaratan administrasi. 

 

 

 

Pasal 26… 

 

 



 

 

Pasal 26 

 

Persyaratan administrasi permohonan informasi publik sebagai berikut: 

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pemohon 

informasi publik; 

b. akta pendirian badan hukum bagi pemohon institusional; 

c. surat keterangan dari instansi pemohon institusional; 

d. tujuan penggunaan informasi publik; 

e. daftar pertanyaan untuk permohonan informasi berupa wawancara; 

dan 

f. cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi 

Publik. 

 

Bagian Kedua 

Prosedur 

Pasal 27 

 

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 

dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi publik yang 

telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. 

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara 

lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon informasi publik. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

PPID dan/atau PPID Pembantu sesuai dengan jenis informasi yang 

dimohonkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh PPID. 

 

Pasal 28 

 

(1) PPID dan PPID Pembantu mencatatkan permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam register permohonan dan 

memberikan tanda bukti serta nomor penerimaan permohonan. 

(2) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat 

elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 

(3) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor 

pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 

(4) PPID atau PPID Pembantu menerima permohonan untuk mengakses 

informasi publik, dan/atau wawancara, atau menolak permohonan paling 

lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan telah dinyatakan 

lengkap dan benar. 

 

(5) PPID atau… 



 

 

(5) PPID atau PPID Pembantu menyampaikan pemberitahuan kepada 

pemohon informasi publik dalam hal permohonan informasi publik yang 

berisikan: 

a. informasi yang diminta, berada dibawah penguasaannya ataupun 

tidak; 

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau 

d. biaya serta pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. 

(6) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai 

informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada 

dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan 

mengetahui keberadaan informasi yang diminta. 

(7) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan 

materi informasi yang akan diberikan. 

(8) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang 

dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan 

materinya. 

(9) PPID Utama dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan 

pemberitahuan sebgaimana di maksud pada ayat (2), paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 

 

BAB XV 

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

Bagian Kesatu 

Keberatan 

        Pasal 29 

 

(1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis 

dalam hal: 

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan 

pengecualian sesuai ketentuan perundang-undangan; 

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 

 

 

f. pengenaan… 

 



 

 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

g. penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan 

huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak 

(Pemohon dan Atasan PPID). 

 

Pasal 30 

 

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

disampaikan kepada: 

a. Atasan PPID apabila permohonan informasi publik disampaikan 

kepada PPID Utama; dan 

b. PPID Utama apabila permohonan informasi publik disampaikan 

kepada PPID Pembantu. 

 

(2) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1). 

 

(3) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 

Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambar 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 

 

(4) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID 

menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 

 

Bagian Kedua 

Fasilitasi Sengketa Informasi 

Pasal 31 

 

(1) Sengketa Informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Provinsi sesuai 

dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang 

diajukan permohon informasi karena tidak menerima tanggapan 

dan/atau alasan tanggapan Atasan PPID. 

 

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID. 

 

 

 

 

 

Pasal 32… 

 

 

 



 

 

Pasal 32 

 

(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa 

Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang 

dibentuk oleh PPID Utama. 

 

(3) Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi 

sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah di 

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan 

beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum 

dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi 

dengan melakukan koordinasi dan konsoliadasi bersama PPID Pembantu 

terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan 

pihak lain yang dipandang perlu. 

 

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur 

oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID. 

 

(7) Tim melaporkan proses penanganan Sengketa Informasi kepada Atasan 

PPID. 

 

 

BAB XVI 

                                        KETENTUAN PENUTUP 

        Pasal 33 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perturan Bupati  Bintan Nomor 

58 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita 

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 34… 

 

 



 

 

Pasal 34 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. 

 
 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

 pada tanggal 20 Desember 2019 

 

  BUPATI BINTAN 

            

              APRI SUJADI 
 
 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  

pada tanggal 2 0 D e s e m b e r  2019 

 SEKRETARIS DAERAH        

KABUPATEN BINTAN 

 
 
            

     ADI PRIHANTARA   

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR  

 































BUPATI BINTAN

PEITATURAN BUPATI BINTAN I

NOMOR 14 TAHUN 2OO9

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN DAN KBLURAHAN / DESA

DI I(ABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI BINTAN'

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanzur

publik yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien pada Kecnmatan di

kabupaten Bintan, maka perlu diatur Standar Pelayanan Publik;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati Bintan lentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan dan

KelurhaanlDesa di Kabupaten Bintan.

b.

Mengingat: 1. Unclang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi dalam lingktmgan daerah Provinsi Sumatera Tengali

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

Undang-Undang Nomor 8 'Iahun L956 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor

tO+fl sebagaintana telah cliubah dengan undang-19dzurg Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negala Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor

169, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 38900);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria ltembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104

Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20a\;

Undang-unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalian Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

iarnbahan Lembaran Negara ltepublik Ildonesia Notnor aa37);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.ur 1997 Nomor 59, tambahan

iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 2.5 Tahun 2000 tentang kewenaurgaur

pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom (Lembarap Negara

itepublik Ildonesii Tahun 2003 Nomor 14, tarnbahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahul 2003 teltang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C13

2.

J.

4.

5.

7.



8.

9.

Nomor14'TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
4262);

peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan

dan pengawasan penyeleng garaan pemerintahan D aerah;

Peraturan Penrerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan nama

luUuput.n kepulauan Riau menjadi katupaten Bintan Provinsi Kepulauan

Riau (tembaranNegara Tahun 2006 Nomor 4605);

10. Keputusan Menteri Pendayagunmn

V.FANIZIZOO: tentang Pedoman

Publik;

Aparatur Negara Nomor Y'EPl63l

Umum PenYelenggarcan PelaYanan

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor, 
-:

I<EPl25]M.PAN2/2004 tentang indeks Kepuasan Masyarakat unit

Pelayanan Instansi Pemerintah;

l2.KeputusanMenteriPendayaguraarrAparaturNegaraNonrorKEP/
ZOilU.peNl212004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan

Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanarr Pub lik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 5 Tahun 1992 Tentang

izin Mendirik;-ildan (Lembaran Daerah rahun 1993 Nomor 4 seri

B Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan lUau No 2 Tahun 1995 Tentang

Izin TemPat Us$a;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaueur Riau No 22Tahw 2002 Tentang

Retribusi Usaha Perikanal (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nornor 26 Seri

C Nomor 8);

16. Peraturzur Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 21 Tahun 2002 Tentang

izin usaha pert<ebunan'(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26 Seri C

Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 7 Tahun 2002 tentang

izin usaha pemanfaataniu*^* hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan Jasa

il;hd; Serta Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi (Lembar Daerah

Tahun 2OOZ Nomor 8 Seri C Nomor 4); I

lg. peraturan Daeratr Kabupaten Riau No 3 Tahun 2003 tentang Kepelabulun
- -- 

ir.*u*an Daerah Tahun 2003 Nomor g seri E Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 8 Tahun 2003 tentang

retribusi utus usahu industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun

2003 Nornor 19 Seri B Nomor 16);

20. Peraturan Daeratr Kabupaten Kepulauan IUau No 7 Tahun 2004 Tentang

perizinan Ur.ilP;iwisata (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9 Seri

C Nomor 1);

I

i

I

2l.Perauran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau

tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan

I(abupaten KePulauan Riau;

Nomor 10 Tahun 2005

dan Kelurahan Pada

22.Peratutan.....



I

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No 6 Tahun 2006 Tentang

P"oy"l.ogg* Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran

Oaeratr Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);

23. peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan

sebagian }vewenaRg Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Camat;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Rincian urur* p.*erintahan daerah yang dapat diserahkan kepada

Pemerintalr' Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan fuau Nomor 12 Tatrun 2005
-- 

i.n,ung Pembentukan drganisasi- Dinas Daerah Kabupaten [9n-llauan
Riau (Lembararr Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor

12 Seri D Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Bintan No.13 Tahun 2A07 tentang I'}elimpahan
--' 

w.*.nang sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat;

2T.Peratvran Bupati Bintan Nomor Tahun tentang Pelimpahan sebagian

Wewenang PemerintahKabupaten Bintan Kepada Lurah'

MEMUTUSKAN:

Menetaplcan:PERATURANBUPATITENTANGSTANDARPELAYANANPUBLIK
PADA KECAMAT,q.N NAN KELURAHAN/DBSA DI KABUPATBN

BINTAN.

I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. DaErah adalah Daerah Kabupaten Bintan;

2. Perrrerintah Daerah adalah Pemerirrtah Kabupaten Bintan;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

4. Kecarnatan adalatr Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang

dipimpin oleh Camat

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan;

6. I(elurahan adaiah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang

memiliki wilayah tertentu yang dipimpin oleh lurah;

7. Lurah adalah lurah di Kabupaten Bintan;

8. Desa adalah Wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Desa;

g. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bintan;

10. Standarpelayanan adalah ukurzur kualitas yang dibakukan dalarn

PenYelenggaraan""'

I

i



'i

l

I

pe1)elenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan

penerima pelayanan;

ll.pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakarr

oleh Satuan Kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang diperlukan

oleh masyarakat dan atau Satuan Kerja/Pegawai pada Satuan Kerja

lainnya sebagai penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan Peraturan Perundang-undan gan yang b erl aku'

BAI} II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

1r,{aksud dan tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa

adalah untuk pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalarn pelaksanaan pelayanan

dapat berjalan efektif, efisien dan tepat wakru.

BAB III
JENIS DAN MEI(ANISME PELAYANAN I'UBLII(

Pasal 3

Jenis pelayanan Publik yang diberikan oleh Kecamatan adalah sebagai berikut :

l. Rekomendasi pendirian Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatal

masyarakat;

Z. Rekomendasi pernbentukan kelompok penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

3. Rekornendasi usaha pemberarrtasan buta huruflaksara;

4. Rekomerrdasi pemberian izin pembukaan klinik, balai pengobatan, rumah bersalin,

praktek dokter/dokter gigi, apotik, toko obat;

5. Rekomendasi izin air minum dalam kemasan / isi ulang;

6. Merrrberikan rekomerrdasi izin HO;

7. Rekomendasi dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi,

jaringan irigasi;

8. Rekomendasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);

g. RekOmendasi da1pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih;

10. pemberian IMB untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas tidak melebihi 500

M2 dan bukan merupakan komplek perumahan;

I
I

I

I I Reknmendasi



I l. Rekomendasi tffhilaplMB diaras 500 M2 rmtuk bangrrnan b€rtingrat dan komplek

perumahan; '

12. Menerbitkan surat keterangan untuk penebitan KTP dan Kartu Keluarga;

13. Memberikan surat keterangan izin domisili;

14. Memeberikan surat keterangan waris;

15. Rekomendasi izin kursus/pelatihan keterampiian teknis di desa;

16. Rekomendasi izin penampungan TKI;

1?. Mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik tanah;

18.Memberikanrekomendasiizinpembukaantanah;

19. Mengetahui surat pengoperan penguasaan fisik tanah;

20. Rekomendasi pemberian izin kegiatan sosial;

21. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;

22. Rekomendasi Izin usaha penangkaran benih pertanian;

23.Merekomendasimodalusahataninelayandanpembudayaikan;

24. Rekomendasi izin kerarnaian;

25.Rekomendasipemberianizininvestordibidangindustri;

26. Pemberian izin tempat usaha tidak berbadan hukum;

27. Merekomendasi Pendataan UKM;

28. Pembinaan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 Ha

tanpa memakai alat berat;

29. Rekomendasi pemebrian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;

30. Rekomendasi pemberian izin pertambangan;

31. Pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air;

32. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan darat, laut dan udara;

33. Rekomendasi pemberian izin bengkel;

34. Rekomendasi lokasi pemberian izin pernbzurgunan tower telekomunikasi;

35.Mengetahuipernberiansuratkepemilikankapalmotordibawa}rGT7;

36. Rekornendasi pemberian izin penggunaan disisi air;

3?. Rekomendasi pengelolaan dermaga rakyat / trayek;

3g. Pemberian izin untuk penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas lokal:

Pasal 4

Jenis Pelayarran Publik yang diberikan oleh Desa adalatr sebagai berikut :

l. pemberian rekomendasi izin usaha penangkaran benih pertanian;

2.PengeiolazurdarrpemberianizinpertambangarrbaharrgaliangolonganCdibawahl

(satu) Ha tanpa memakai aiat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;

3. Rekomendasi ""'



-o-

3. Rekomendasi pemmberian izin pemanfaatan air barvah tanah dan permukaan;

4. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;

5. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata

air di desa;

6. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan

sat\ila liar Yang dilindungi;

7. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak

ketiga;

S.Rekomendasipemberianizinperluasantanamanperkebrrnan;

g. Rekomendasi pendirian koperasi;

10. Rekomendasi bagi koperasi untuk mendapatkan perkuatan permodalan;

11. Rekomendasi permohonan perrgajuan dana bergulir yang sumber dananya berasal

dari APBD Kabupaten/ Provinsi dan APBN;

12.Rekornendasipemberianizinpembangunansaranasosial;

13. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalarr desa * 500 M2 kebawah

bangunan tidak bertingkat ;

14.Rekomendasipemberianizinpengelolaanangkutandesa;

15. Rekomendasi pemberian izin bengkel di desa;

16. Rekomendasi lokasi pendirian izin bangunan tower telekomunikasi;

17. RekOmendasi pemberian izin penggunaan fasilitas di sisi air;

18. Rekomendasi Pemberian izin HO;

19. Rekomendasi pemberian tempat penyewaan kaset vidio, flaystation dan sejenisnya;

20. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon, warnet sejenisnya;

21. Rekomendasi pemberian izin usaha pembekalan, pertokoan, warung,,Pemondokan'

rumah makan;

22. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya

alam biasa;

23. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemartgkalan kendaraan di pasar, tempat wisata

dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;

24. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;

25. Rekomendasi pemberian izin keramaian desa;

26. Rekomendasi pemberian izin pendirian portdok wisata pada kawasan wisata di desa;

2?. Rekomendasi penerbitan izin membuka tanah;

28. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;

29. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olah raga'



Pasal 5

Jerris Pelayanan Publik yang deiberikan oleh Lurah adalah sebagai berikut :

l. pengelolaan dab pemberian izin pertambangan baqhan galian golongan C dibawah

satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa bersangkutan ;

2. Pemberian surat keterangan untuk izin pemanfaatan air bawah tanah dan

permukaan;

3. Pemberian surat keterangan untuk izin pernbukaan pertambangan rakyat di Desa;

4. Pemberian sur.at keterangan untuk izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau

sumber mata air di Kelurahan;

5. Rekomerdasi pemnberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan

satwa liar yang dilindungi;

6. Rekomdasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam wilayah kelurahan

kepada pihak ketiga;

7. RekOmendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunal;

8. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian;

9. Rekomendasi pendirian koperasi oleh masyarakat;

10. Rekomedasi bagi koperasi untuk mendapatkan perkuatan permodalan;

11. Rekornendasi pennohonan pengajuan dan bergulir yang sumber dananya berasal

dari APBD Kabupaten / Provinsi dan APBN;

12. Rekomendasi pemberian izin investor kecil;

13. Pemberian izin rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri;

14. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;

15. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;

16. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada dijalan kelurahan * 500 M2

kebawah bangunan tidak bertingkat;

17. Pemberian izin IMB untuk rurnah sederhana;

18. Rekomendasi pernberian izin pengelolaan arrgkutan;

19. Rekomendasi pemberian izin bengkel;

20. Rekomendasi lokasi pendirian izin pernbangunan Tower Telekomunikasi;

21. Pemberian surat kepemilikan kapal motor dibawah GT 7;

22. Rekomendasi pemberian izin penggunaan fasilitas disisi air;

23. Rekomendasi pemberian izin I{O;

24. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;

25. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata;

26. Memberikan surat keterangan atas tanah;

27. Mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pemilik

tanah;

?R I2plznm.rrrl;rci
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28. Rekomendasi Penerbitan lzin membuka tanah;

29. Menerbitkan surat pslslengan untuk penerbitan Akte Kelahiran;

30. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;

31. Rekomendasi pembentukan LSM periindungan anak;

32.Pemberianrekomendasipenggunaanalatkonlrasepsi;

33. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga'

Pasal6

$[mdar pelayanan publik pada Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I. pada

kmran BuPati

Pasal T

R gn, mekanisme pelayanan publik pada Kecamatarr adalarr sebagaimana tercantum pada

hmpiran II. Pada Peraturan BuPati

Pasal S

sundar pelayanan pubrik pa<ia KelurahanrDesa adalah sebagaimana tercantum pada larnpiran

IIL Pada Peraturan BuPati

Pasal 9

B&gan mekanisme pelayanan pubrik pada Kelurahan/Desa adalah sebagaimana tercantum pada

lanopiran IV. Pada Peraturan Bupati

Pasal l0

(T) Bagan mekanisme pengaduan pelayanan publik pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa

adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V, Pada Peraturan Bupati;

F)Agarpengaduanpelayananpublikdarimasyarakatdapatditanganisecaraefektif'
efisien dan terkoordinasi, masing-masing Kecamatan membentuk Tim;

(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Canrat/Lurah/I(eP ala D e s a'

BAB IV ....
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

tlal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanannya

rkan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas'

I
I
I

l

,

Pasal 12

FeraturarrBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

ncngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

rralam Berita Daeratr Kabupaten Bintan'

Agar setiaP orang daPat

ini dengan Penempatannya

DitetaPkan di Kijang
pada tanggal 5 Februari 2009

ANSAR

Diundangkan di Kijang

@a tanggal 5 Februari 2009

Bcrita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 10

BUPAITI BINTAN

, SE, MM

ris Daerah
ten Bintan


